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Bardssafkan Faraturan Banteri Hukum dan Hek asss Manosia MNomor B HH-
02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistemm Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ...
Tahun .... tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini kami sampaikan
laporan Penyelenggaraan SPIP pada (Unit Eselon I/Kantor Wilayah/Unit Pelaksana

Teknis) Kementerian Hukum dan HAM Triwulan ....... Tahun ....... , dengan pokok pokok
sebagai berikut:
1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP
Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan triwulan ........
mencapai ........ % dari target pada tahun ....... . Capaian ini disebabkan:

a. (uraikan hal-hal positif yang mendukung pencapaian target).

b. (uraikan hal-hal negatiffhambatan/kondisi yang tidak mendukung pencapaian
target).

Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindak pada Triwulan Selanjutnya

Atas capaian tersebut, rencana tindak triwulan I/11/111/1V adalah:

a. (uraikan rencana solusi mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung
pencapaian).

b. (uraikan rencana tindak triwulan selanjutnya).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami
mengucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Eselon I/Kepala Kantor
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Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ....
Tahun .... tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ini kami sampaikan
Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon |/Kantor Wilayah/Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun . . ... , sebagai berikut:

A PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum

a. Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¢. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP.

d. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang
Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

2. Tujuan

Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan

evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unit Eselon I/Kantor

Wilayah/Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

3. Ruang Lingkup

a. Periode Pelaporan : 1 Januari 20... sampai dengan 31 Desember
20....

b. Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unit Eselon
|/Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan
HAM.

B. KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP
Realisasi pelaksanaan Pedoman penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31
Desember 20... mencapai...% (rincian terlampir), dengan pokok-pokok
sebagai berikut:
1. Persiapan
Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31 Desember
20... sebanyak ... kegiatan dari .... kegiatan vyang harus
diselenggarakan atau sebesar ...%. Rincian kegiatan dalam tahap
persiapan sebagai berikut:
a. Pemahaman (Knowing)
Uraikan secara jelas dan lengkap mengenai kegiatan yang telah
dilakukan dalam tahapan pemahaman seperti pelaksanaan
sosialisasi, diklat, Focus Group Discussion (FGD), dan diseminasi
informasi terkait dengan SPIP.
b. Pemsetaan (Mapping)
Uraikan secara jelas dan lengkap mengenai kegiatan yang telah
dilakukan dalam rangka tahapan pemetaan seperti pelaksanaan
diagnostic assessment. Laporan Hasil Diagnostic Assessment
terlampir.
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Pelaksanaan

Realisasi

pelaksanaan penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31

Desember 20... sebanyak ...... kegiatan dari .... kegiatan yang harus
diselenggarakan atau sebesar ...%. Rincian kegiatan dalam tahap
pelaksanaan sebagai berikut:

Tingkat Entitas ..... (level Eselon |/Kantor Wilayah/Unit Pelaksana
Teknis)

a.

1)

2)

3)

Penilaian Risiko

Uraikan secara jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan
penilaian risiko tingkat Eselon I/Kantor Wilayah/Unit Pelaksana
Teknis seperti metode, pelaksana, waktu, dan hasil penilaian
risika. Dalam bagian ini juga diuraikan bukti/dokumen apa saja
yang merupakan pendukung pelaksanaan penilaian risiko
seperti nomor Surat Tugas penilaian risiko, nomor laporan hasil
penilaian risiko dan lain-lain. Laporan Hasil Penilaian Risiko,
Dokumen Profil Risiko, Dokumen Peta Risiko terlampir.
Pembangunan Infrastruktur (Norming)

Uraikan secara jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan
kegiatan pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP
pada tingkat Eselon |/Kantor Wilayah/Unit Pelaksana Teknis
terkait perbaikan area of improvement dan pengelolaan risiko.
Dalam bagian ini juga diuraikan bukti/dokumen apa saja yang
merupakan pendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur
tersebut seperti nomor dan tanggal Surat Keputusan, Surat
Edaran, Standar Operasional Prasedur, dan lain-lain.
Internalisasi/Implementasi (Forming)

Uraikan secara jelas dan lengkap mengenai kegiatan yang telah
dilakukan dalam rangka internalisasiimplementasi
penyelenggaraan SPIP pada Eselon [/Kantor Wilayah/Unit
Pelaksana Teknis seperti sosialisasi kebijakan, prosedur, surat
edaran vyang disusun. Dalam bagian ini juga diuraikan
bukti/dokumen apa saja yang merupakan pendukung
pelaksanaan internalisasi seperti sosialisasi kebijakan dan
prosedur, pelatihan, dan lain-lain.

Tingkat Kegiatan

Pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dilaporkan secara terpisah untuk
masing-masing Eselon |l, Eselon Il dan Eselon IV (Biro/Inspektorat
Wilayah/Direktorat/Pusat/Divisi, Bagian/Bidang dan Sub Bagian/Sub
Bidang) dengan uraian sebagai berikut:

1)

2)

3)

Penilaian Risiko

Uraikan secara jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan
penilaian risiko tingkat masing Eselon |l, Eselon Ill dan Eselon
A" (Biro/Inspektorat Wilayah/Direktorat/Pusat/Divisi,
Bagian/Bidang dan Sub Bagian/Sub Bidang) seperti metode,
pelaksana, waktu, dan hasil penilaian risiko. Dalam bagian ini
juga diuraikan bukti/dokumen apa saja yang merupakan
pendukung penilaian risiko.

Laporan Hasil Penilaian Risiko, Dokumen Profil Risiko,
Dokumen Peta Risiko terlampir.

Pembangunan Infrastruktur (Norming)

Uraikan secara jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan
kegiatan pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP
pada tingkat masing Eselon IlI, Eselon Il dan Eselon IV
(Biro/Inspektorat Wilayah/Direktorat/Pusat/Divisi, Bagian/Bidang
dan Sub Bagian/Sub Bidang) terkait perbaikan area of
improvement dan pengelolaan risiko. Dalam bagian ini juga
diuraikan bukti/dokumen apa saja yang merupakan pendukung
pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut seperti nomor
dan tanggal Surat Keputusan, Surat Edaran, Standar
Operasional Prosedur, dan lain-lain.

Internalisasi/Implementasi (Forming)

Uraikan secara jelas dan lengkap mengenai kegiatan yang telah
dilakukan dalam rangka internalisasiimplementasi
penyelenggaraan SPIP pada tingkat masing Eselon I, Eselon Il
dan Eselon IV (Biro/Inspektorat Wilayah/Direktorat/Pusat/Divisi,
Bagian/Bidang dan Sub Bagian/Sub Bidang) seperti sosialisasi
kebijakan, prosedur, Surat Edaran yang disusun. Dalam bagian
ini juga diuraikan bukti/dokumen apa saja yang merupakan
pendukung pelaksanaan internalisasi seperti sosialisasi
kebijakan dan prosedur, pelatihan, dan lain-lain.
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